
.W ALIKOTA MAGELANQ 

PERA TlJRAN WAL 
NOMOR 40 ITKOTA MAGELANG 

AHUN 2010 

TENTANG 
pENJABARAN ANGGARAN PENDAPATA 

TAHUN ANGG N DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

ARAN20Il 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 
t~ntang Anggaran Pendap~tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu 
diteta~kan Peraturan Wahkota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2011 ; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tah~n 1999 ~entang Peny~lenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korups1, Kolus1 dan Nepot1sme (Lembaran Negara 

R bl 'k I d · Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara epu 1 n onesia 
Republik Indonesia Nomor 3SSl); 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
4. Undang-Undan~ I d ·a Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk n onesi 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
5. Undang-Undang Nomor bl'k Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

(L b . Negara Repu I 55) em ar an blik Indonesia Nomor 34 ; 
Lembaran Negara Repu 

10 T hun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
6 Undang-Undang Nomor b a Neoara Republik Indonesia Tahun 2004 

· d (Lem aran ~ · d · N 4389) Perundang-un angan an Negara Repubhk In onesia omor ; 
Nomor 53, Tambahan Lembar 
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7. Undang-Undang Nomor 
15 

T h 

Tanggungjawab Keuangan ~ un 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tahun 2004 Nomor 66 T egara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); ' ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

· 8. Undang-Undang Nomor 
25 

Ta 

Pembangunan Nasional (L b hun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Nomor 104, Tambahan Lem:m aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

aran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l ); 
9. Undang-Undang Nomor 32 T 

(Lembaran Negara Re ublik 1 ahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Lembaran Negara Re Jblik 1 

nd
on~Sia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

beberapa kali terakh} de 
nd

onesta Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
Perubahan Kedua A ntan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintaha D htas ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

n aera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 

59
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undan_g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemen~tah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13 Peraturan Pemerintah Nomor I 09 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuang~n 
· Ke ala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republ~k 
Ind~nesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4028); 

• 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
14. Peraturan Pemen~tah_ Nom;;n Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Keuangan P1mpman bl 'k I donesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
(Lembaran Negara Repu·/rnd:nesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
Lembaran Negara Republl p t ran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
beberapa kali terakhir dengan Pera ut ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

b h Ketiga Atas era u D 
tentang Peru a an d K uangan Pimpinan dan Anggota ewan 
tentang Kedudukan Protokoler :n eNegara Republik Indonesia Tahun 2007 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lem Nara:ra Republik Indonesia Nomor 4712)~ 
Nomor 47, Tambahan Lembaran eg 

?3 Tahun 2005 tentang Pengelo_Iaan Keuangan 
15. Peraturan Pemerintah Nomo:baran Negara Republik In~ones1a Tahun 2005 

B d Layanan Umum (Le N Republik Indonesia Nomor 4502); a an Lembaran egara 
Nomor 48, Tambahan . 

4 Tahun Z005 tentang Standar Akuntans1 
p erintah Nomor 

2 
bl'k Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

16. Pperatu:a~ h~(Lembaran Negara ~;~~n~onesia Nomor 4503); 
emerm a Negara Repu 1 

T b han Lembaran . . 
am a 2oo5 tentang PmJaman Daerah 

54 Tahun 6 T b h · tah Nomor . Tahun 2005 Nomor 13 , am a an 
17. Peraturan Pemerm R publik Indonesia 4574)· 

(Lembaran Negara e :blik Indonesia Nomor ' 
Lembaran Negara R p 
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18. Peraturan Pernerintah · N 
(Lembaran Ne omor 55 Tahun 200 
Lembaran N gara Republik Indonesia T h 5 tentang Dana Perimbangan 

egara Republik Indonesia N a un 2005 Nomor 137, Tambahan 
omor 4575); 

19. Peraturan Pernerintah No 
Keuangan D h mor 56 Tahun 2005 aera (Lembaran N tentang Sistem Informasi 
138, Tambahan Lembaran Negar:g;ra Re~ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

epubhk Indonesia Nomor 4576); 
20. Peraturan Pemerintah N 

R bl'k I omor 57 Tahun 2005 epu ~ ndonesia Tahun 2005 No tentang Hibah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4577); mor l39, Tambahan Lembaran Negara 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta 
Daerah (Lembaran Negara Re ?un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Tambahan Lembaran Negara R pubbl~ik Io<lon~sia Tahun 2005 Nomor 140, 

epu ik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tah 
Penerapan Standar Pelaya M' . un 2oo5 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Tahun 2005 Nomo 

150 
n~ mimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); r ' ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Penga~asan Pentelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republ~k Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4593); 

24. P~rat~ran Pem~rintah ~omor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
KmerJa Instans1 Pemermtah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang . P~mbagian U1:1san 
p · t h antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provms1 dan Pemenntah 

0:;r:~n ;abupaten/Kota (Lembaran Negara R~publik ln?onesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737); 

•a N or 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan 
27. Peraturan Pres1 en J. om . 

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Uudangan, 

M elang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
28. Peratu:an Daerah Kota . cttlewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang 

Pemenntahan yang MenJMa 
1 

Tahun 2008 Nomor 2); 
(Lembaran Daerah Kota age ang · 

M Iang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, 
29. Peraturan Daerah Kota ::: Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

Kedudukan dan Tugas Po D h (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 
Dewan Perwakilan Rakyat aera 

2008 Nomor 3); 

1 Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, 
30 Peraturan Daerah Kota Mag~ ang ·sasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 

. Kedudukan dan Tugas Pokok 4~~a01 
Magelang Tahun 2008 Nomor ' 
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31. Peraturan Daerah Kota M 

Kedudukan dan Tugas Pot!~a~r N~mo: 5 Tahun 2008 tentang Susunan, 
Pelayanan Perizinan Te d gamsas1 Lembaga Teknis Daerah, Badan 
Daerah Kota Mage!ang T~t u

20
dan Satuan Po!isi Pamong Praja (Lembaran 

un 08 Nomor 5); 
32. Peraturan Daerah Kota M 

Kedudukan dan Tugas Pokotgelang _No~or 6 Tahun 2008 tentang Susunan, 
Daerah Kota Magela Tah Orgamsasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran 

. ng un 2008 Nomor 6); 

33
. :eratu[a; 

0 •:ah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Nenge o3a)an euangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 omor ; 

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Bt!lanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota 
Magelang Tahun 2010 Nomor 8); 

35. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal 1 

, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 
I. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

J um lab Pendapatan 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 
I) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

Rp. 55.022.599.000,
Rp.335.814.571.000,
Rp. 45.059.788.000,-

Rp.245.503.546.000,-
Rp. 0,-

R 0,-p. 
Rp. 4.997.800.000,-
Rp. 31.500.000.000,-
R 0,-
R~: 500.000.000,-
Rp. 2.000.000.000.: 

R 30.662.652.000,
R~: 86.068.494.000,
R..Q- 66.479.088.000.: 

Rp. 435.896.958.000,-

Rp. 284.501.346.000,-

Rp. 183 .210.234.000,
Rp. 467.711.580.000,
Rp. (31.814.622.000,-) 
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biayaan: pe!11 . an J. penenma 
a. pengeluaran 
b. 

Rp. 34.424.119.ooo _ 
Jumlah Pembiayaan Ne~· 2.447.000.000~ 

S. a Iebih pembiayaan anggaran tahun b k 
1s er enaan 

Pasal 2 

Rp. 31.977.119.000,

Rp. 162.497 .000,-

. kasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaks d d I 
Ring Walikota ini. u a am Pasal I tercantum dalam Lampiran I peraturan 

Pasal 3 

P ,iabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 en; . • dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II peraturan Walikota 1m. 

Pasal 4 

Lampiran sebagai11:1ana ~e~sebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan W ahkota m1. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih Ianjut dalam 
1 dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang

undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal I Januari 201 I. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita 
Daerah. 

Diundangkan di Magelang 
Pada t anggal .t ~ Desember 20 I 0 

Pit. SEKRET ARIS DAERAH 
KOTA MAGELANG 

Di etapkan di Magelang 
pa a tanggal .l.9 Desember 20 I 0 

TAMAGELANG 

SIGIT WIDYONINDITO 

8 ~•o NOMOR tco 
' Eltl1' A DARRAH KOT A MAGELANG TAHUN 


